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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
tersusunya Modul OSSOF (One Student Save One Family) kerjasama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian
Bogor (IPB).

OSSOF adalah gagasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Prof.Dr. Yohana Yembise, MA, berupa partisipasi
mahasiswa dalam penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga-
keluarga yang berada di daerah pelosok Indonesia. Program OSSOF
ini dapat dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan antara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) RI dengan Perguruan Tinggi, serta melibatkan stakeholders
terkait (lembaga swadaya masyarakat/masyarakat, pemerintah
daerah, dan swasta).

Modul ini merupakan panduan dalam pembekalan bagi mahasiswa
maupun kader dalam pelaksanaan kegiatan OSSOF yang dapat
dipilih sesuai dengan situasi dan permasalah di daerah yang menjadi
tempat pelaksanaan kegiatan. Modul pemahaman dan instrumen
yang dapat dipilih terdiri: 1)Ketahanan Keluarga, 2)Pemberdayaan
Perempuan, 3)Perlindungan Anak, 4)Desa/Kelurahan Layak Anak,
5)Pangan dan Gizi. Disamping itu juga telah disusun pedoman yang
berisi konsep OSOF dan pedoman pelaksanaan OSSOF.

Penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih disampaikan
kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini.
Semoga modul ini bermanfaat dalam mewujudkan pelaksanaan
program OSSOF sebagaimana yang diharapkan.

Pusat Kajian Gender dan Anak
Kepala,

Budi Setiawan.
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengertian Keluarga

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan

manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit
masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah,
ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam
satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan
makan dalam satu dapur.

Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber,

yaitu:

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan
perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan
untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan
meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional,
serta sosial dari tiap anggota keluarga (Duvall dan
Logan, 1986).

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup
dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan
darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling
berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran

masing-masing dan menciptakan serta
mempertahankan  suatu budaya (Bailon dan
Maglaya,1978 ).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang
terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang
berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu
atap dalam keadaan saling ketergantungan
(Departemen Kesehatan Rl, 1988).

@4\.6
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Ketahanan Keluarga

Pengertian Ketahanan dan Kerapuhan Keluarga
dirangkum sebagai berikut: Keluarga diamanahkan oleh
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2
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Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang
memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan
fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri,
mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan
harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU
Nomor 10/1992).

Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan
keluarga (family strength) yang berfungsi dengan baik (functional
family), yaitu:

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau
keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi
tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan

fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan
dan krisis (the National Network for Family Resilience 1995).

Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan
keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan
sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3
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Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi
komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses
(manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan)
dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).

Jadi keluarga mempunyai:

a.

Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan,
sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator:
pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum)
dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas
dari masalah ekonomi).

Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama,
komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi
(pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu
kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan
mekanisme penanggulangan masalah.

Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu
menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi
secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap
harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut

dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari
ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

a.

Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga
merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual
yang maksimal.

Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga
memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya (a living wage) melalui kesempatan
bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan
sebagainya.

Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya
adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola
resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk
mencapai kepuasan hidup.

Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan
anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai
tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan
dukungan peran orang tua hingga anak mencapai
kesuksesan.
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e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya
adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara
yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain
dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar
anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan
sebagainya, dan

f.  Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat
melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai
budaya.

Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman
kerapuhan/ kerentanan (family vulnerability) yang berasal dari
kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan
(potential damage). Gangguan/ ancaman dari berbagai aspek
tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat
menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti
sosial, ekonomi dan lingkungan.

Fungsi Keluarga

BKKN membagi fungsi keluarga menjadi

8 kelompok:

(1) Fungsi Keagamaan, di dalam keluarga nilai-nilai religiusitas
ditanamkan pada anak sejak dini melalui contoh-contoh yang
dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lain.

(2) Fungsi Sosial Budaya, keluarga tidak dapat terlepas dari
lingkungan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya,
sehingga agar anggota keluarga dapat memahaminya maka
nilai-nilai tersebut harus disosialisikan mulai di tingkat keluarga.

(3) Fungsi Cinta Kasih, ciri khas interaksi antar anggota keluarga
adalah kasih sayang, perhatian, empati dan kebersamaan yang
harus dipupuk di dalam keluarga.

(4) Fungsi  Melindungi, orangtua berperan penting dalam
melindungi anak-anaknya dari berbagai bahaya dan ancaman
yang datang dari dalam maupun darimluar keluarga, demikian
juga ketika anak beranjak dwasa mereka juga mampu melidungi
adik dan anggota keluarga lainnya.

(5) Fungsi Reproduksi, melalui keluarga lah generasi bisa berlanjut
dan berkualitas, sehingga untuk memperkuat generasi maka
keluarga juga harus kuat dan sehat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5
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(6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, di dalam keluarga semestinya
terjadi pembelajaran mengenai pembentukan karakter,
pengenalan nilai-nilai baik buruk, apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dan ketrampilan hidup.

Fungsi Ekonomi, karena keluarga merupakan unit ekonomi yang bisa

menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi sekaligus sebagai

konsumen yang membutuhkan uang untuk memenuhi berbagai
kebutuhan.
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BAB Il
Isu-Isu Strategis Ketahanan Keluarga

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di
Indonesia, diantaranya:

Keseimbangan  Pernikahan
keluarga dan dini
pekerjaan

Nl
Ekonomi/Kemiskinan Keluarga di Kerentanan
daerah marijinal terhadap media
sosial

1. Perceraian
Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (2014), terdapat 324.464 kasus perceraian
yang ditangani oleh Pengadilan Agama (mencakup Pengadilan
Tinggi Agama) sepanjang tahun 2013. Penyebab perceraian
diantaranya terjadi karena tidak adanya keharmonisan (29%),
tidak ada tanggung jawab (23%), dan faktor ekonomi (18%).
Dampak negatif dari perceraian tidak hanya dihadapi
oleh orang tua, tetapi lebih besar dirasakan oleh anak-anak dari
orang tua bercerai (Lestari, 2014).
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lain-lain

Tidak Ada Keharmonisan
Gangguan Pihak Ketiga
Politis

Cacat Biologis

Dihukum

Kekejaman Mental
Kekejaman Jasmani
Kawin Di Bawah Umur
Tidak Ada Tanggung Jawab
Ekonomi

Kawin Paksa

Cemburu

Krisis Akhlak

Penyebab Perceraian menurut Kategorisasi

PA

CATAHU 2014

76663
prm——— 15706
= 2476
680
306
631
= 4176
827
60388
46122

B 2181
= 4746
8679

YT N SN TN TN Y ) NN TN N N S W |

Poligami tidak sehat = 118955

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (2014), terdapat 279,688 kasus kekerasan
terhadap perempuan. Lebih spesifik, dari total keseluruhan
kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah kasus KDRT
mencapai 11.719 kasus. Bentuknya mencakup kekerasan fisik
sebanyak 4.631 kasus (39%), kekerasan psikis sebanyak 3.344
kasus (29%), kekerasan seksual sebanyak 2.995 kasus (26%), dan
kekerasan ekonomi sebanyak 749 kasus (6%).

GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
TAHUN 2013

Jumlah Kasus KTP Tahun 2013

279688
Jumlah KTP dari Tahun 2001 - 2013
CATAHU 2014
216156
143586
119107,
105103
54425

3169 5163 7787 14020 20391 22512 25522

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
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3. Keseimbangan keluarga dan pekerjaan (pola nafkah ganda
dalam keluarga), mencakup fenomena tenaga kerja perempuan
ke luar negeri

4. Pernikahan usia dini
Termasuk  menjadi perhatian  komunitas internasional,
disebabkan karena dampak negatif yang ditimbulkan, seperti
hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan
infeksi penyakit menular seksual. Hal lain yang juga perlu
diperhatikan adalah peningkatan angka kematian ibu dan bayi,
gangguan perkembangan kepribadian dari anak yang dilahirkan
disebabkan karena paparan risiko tinggi terhadap kejadian
kekerasan dan keterlantaran (Fadlyana dan Larasaty, 2009).

5. Ekonomi/kemiskinan

6. Keluarga di daerah marjinal (terpencil, perbatasan, kawasan
kumuh, dan kawasan rawan bencana)

Kerentanan terhadap media sosial, akses informasi dan teknologi
menyebabkan perubahan pola komunikasi dan interaksi dalam
keluarga.
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BAB lII
LANGKAH DALAM PENGUMPULAN
DATA KETAHANAN KELUARGA

1. Tentukan siapa yang akan menjadi enumerator
(pengumpul data dengan cara wawancara) untuk
bertanya ke keluarga. Untuk kelancaran dalam
pengambilan data maka enumerator harus memiliki
kemampuan komunikasi yang baik.

2. Memastikan siapa yang akan berwenang mengelola
data, sehingga pada saat data selesai dikumpulkan
maka mekanismen pengumpulan data lebih sistematis.
Peran dan fungsi pengelola data adalah :

a. Sebagai koordinator penanggung jawab kegiatan
pengumpulan data bekerjasama

dengan FEMA dan PKGA.

b. Melaksanakan entry, checking dan cleaning data.

c. Menganalisis data.

d. Menginterpretasikan data.

e. Menyusun dan menyampaikan laporan.

3. Memastikan siapa yang bertanggungjawab atas data.
Pihak yang bertanggungjawab atas data memiliki fungsi
dan peran sebagai :

a. Koordinator dalam menggunakan data bekerjasama
dengan SKPD lain.

b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan terutama
entry data dan pengolahan serta analisis data.

c. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan entry,
pengolahan serta analisis data.

d. Melakukan fungsi kontrol dengan melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi.
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4. Memastikan bagaimana enumerator (mahasiswa)

memilih lokasi pengambilan

data.Enumerator(mahasiswa)berkooordinasi  dengan

petugas desa dalam memilih lokasi pengambilan data.

Langkah-langkah dalam pemilihan lokasi pengumpulan

data:

a. Siapkan peta desa.

b. Siapkan data profil desa.

C. Metode sampling yang dilakukan adalah metode
sensus keluarga pada lokasi RW terpilih dengan
kriteria. RW yang banyak mempunyai penduduk
miskin atau pra-KS dan KS 1 baik berdasarkan
kriteria BPS maupun BKKBN.

RW yang terpilih kemudian disurvei

e. Dipilih 1 sampai 2 RW dengan metode sensus pada
seluruh keluarga yang bertempat tinggal di RW
tersebut.

f. Cek Kartu Keluarga (KK) yang ada di kantor desa
terhadap keluarga yang tinggal di RW terpilih.

. Tentukan siapa yang akan menjadi responden untuk

setiap keluarga. Unit analisis pada survei pendataan

ketahanan keluarga adalah keluarga.

6 Kriteria keluarga adalah, sebagai berikut:

a. Keluarga terdiri atas suami dan/atau istri.

b. Mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

c. Yang disebut anak adalah anak kandung atau anak
angkat yang masih menjadi tanggungan keluarga
dengan rentang usia 0-25 tahun (usia mahasiswa
tingkat sarjana) yang masih tinggal serumah atau
tinggal di tempat kos di luar rumah.

d. Keluarga dengan berbagai tipe yang tinggal di lokasi
terpilih.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11
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e. Bersedia mengikuti kegiatan sampai selesai dengan
membuat surat pernyataan.

Ada 8 tipe keluargayang diwawancara oleh
enumerator, yaitu:

Keluarga Keluarga Keluarga dengan
lengkap/utuh tunggal lansia

a. Tipe 1: Keluarga lengkap/utuhterdiri atas suami
dan istri; minimal mempunyai 1 anak yang masih
tinggal serumah atau sekolah di luar rumah;
mempunyai orangtua lansia.

b. Tipe 2: Keluarga lengkap/utuhterdiri atas suami
dan istri;tidak punya anak; mempunyai orangtua
lansia.

c. Tipe 3: Keluarga lengkap/utuhterdiri atas suami
dan istri; minimal mempunyai 1 anak yang masih
tinggal serumah atau sekolah di luar rumah; tidak
mempunyai orangtua lansia.

d. Tipe 4: Keluarga lengkap/utuhterdiri atas suami
dan istri; tidak punya anak; tidak mempunyai
orangtua lansia.

e. Tipe 5: Keluarga tunggal; minimal mempunyai 1
anak yang masih tinggal serumah atau sekolah di
luar rumah; mempunyai orangtua lansia.

f. Tipe 6: Keluarga tunggal; tidak punya anak;
mempunyai orangtua lansia.

g. Tipe 7: Keluarga tunggal; minimal mempunyai 1
anak yang masih tinggal serumah atau sekolah di
luar rumah; tidak mempunyai orangtua lansia.
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h. Tipe 8: Keluarga tunggal; tidak punya anak; tidak
mempunyai orangtua lansia.

Tabel 1. Ringkasan tipe keluarga responden dan respondennya

Tipe Utuh, | Tidak | Tidak | Keluarga
No Keluarga suami &| Punya | Punya | Tunggal Ket Responden
istri | Anak |Lansia | Duda/Janda

1 Tipe 1 v - - - Punya | Suamidan
anak Istri
dan
lansia

2 Tipe 2 v v - - Punya | Suamidan
lansia Istri

3 Tipe 3 v - v - Punya | Suamidan
anak Istri

4 Tipe 4 v v v - Suamidan

Istri

5 Tipe 5 - - - v Punya Suami atau
anak Istri
dan
lansia

6 Tipe 6 - v - v Punya Suami atau
lansia Istri

7 Tipe 7 - - v v Punya Suami atau
anak Istri

8 Tipe 8 - v % v Suami atau

Istri

- Responden atau subyek yang merespon kuesioner
pada Tipe 1 sampai 4 adalah Ibu.
- Responden atau subyek yang merespon kuesioner
pada Tipe 5 sampai 8 adalah Ibu apabila kepala
keluarga adalah perempuan atau Ayah apabila kepala
keluarga adalah laki-laki.

6. Tata Cara Enumerator Dalam Melakukan Persiapan

Sebelum Wawancara

a. Buatlah surat pengantar dari Desa kepada keluarga
yang terpilih dengan draft surat pengantar sebagai
berikut:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Bogor, .... Agustus 2016
Kop Surat Desa
Nomor Surat
Perihal : Pemberian Informasi Pendataan Ketahanan Keluarga
Kepada Yth. Warga Desa/Kelurahan ...... , Kec. ..../ Kab. ....
Assalamu ‘alaikum. Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan informasi akan diselenggarakannya“Pendataan
Ketahanan Keluarga” di RW..oorreeriinns ,Desa/Kelurahan..........
Kecamatan.............. yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan keluarga
di daerah. Pendataan ini sangat berguna bagi masyarakat dan pemerintah
daerah untuk menyusun kebijakan Bidang Keluarga guna meningkatkan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga seperti yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Perda Propinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon kerjasama Bapak/Ibu
untuk berpartisipasi diwawancara oleh petugas desa/kelurahan pada jadwal
yang disepakati. Informasi dan data bersifat sangat rahasia yang menjadi
inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Pusat Kajian Gender dan
Anak-LPPM-Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya dapat dipergunakan
untuk kepentingan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dibidang
Keluarga.

Akhirnya, kami berharap dengan sangat agar wawancara dapat dilakukan
dengan menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan hati.Mudah-mudahan data
yang terkumpul dapat bermanfaat bagi kita semua.Aamminnn.

Terima Kasih atas perhatian dan waktu serta kerjasama Bapak dan Ibu.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb.

Kepala Desa.....

Box 1. Draft surat pemberian informasi pendataan ketahanan

keluarga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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b. Lakukan wawancara satu per satu keluarga dimulai
dari blok tempat tinggal tertentu di RW yang
terpilih.

Lakukan pengumpulan data secara hati-hati dan sungguh-
sungguh serta menjunjung tinggi kejujuran.
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BAB IV
PROTOKOL PENGISIAN KUESIONER
MELALUI WAWANCARA

1. Enumerator menjelaskan tujuan wawancara.
Box 2. Tujuan pendataan ketahanan keluarga

Tujuan Pendataan Ketahanan Keluarga adalah:

1. Meningkatkan silaturahmi antara petugas desa dengan
Para keluarga di desa/kabupaten.

2. Mengetahui permasalahan keluarga baik dari aspek legalitas,
fisik, ekonomi, sosial-psikologi, maupun sosial-budaya.

3. Melaporkan pendataan ke tingkat kabupaten.

2. Minta kesediaan waktu responden untuk diwawancarai
selama maksimal 30 menit.

3. Penomoran responden akan diatur oleh koordinator
pengumpulan data di setiap Desa

Box 3 Bukti kesediaan responden

Bukti Kesediaan Responden:

“Bersama ini saya secara sukarela berpartisipasi untuk diwawancara
oleh Petugas Desa dan Tim PenelitiPKGA-LPPM-IPB tentang
kehidupan keluarga saya. Saya mengijinkan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor, KPPPA dan PKGA-LPPM-IPB untuk
menggunakan data keluarga saya demi keperluan penyusunan
kebijakan Bidang Keluarga dengan tetap menjunjung tinggi dan
menjaga kerahasiaan identitas pribadi keluarga sayd’.

Bogor, ...Agustus2015
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4. Enumerator bertanya kepada responden tentang TIPE
KELUARGA responden.
1 Apakah keluarga terdiri atas suami dan istri yang
bersatu?
1 Apakah keluarga mempunyai anak yang masih dalam
tanggungan keluarga?
Apakah keluarga mempunyai orangtua lanjut usia?
Pilih Tipe Keluarga responden termasuk tipe
manakah? Apakah Tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8.

)l
1

5. Enumerator mencoret pertanyaan yang NOT
APPLICABEL (TIDAK BERLAKU) sesuai dengan TIPE
KELUARGA tersebut.

6. Enumerator mengecek semua isian pertanyaan dalam
kuesioner.

7. Jangan sampai ada satu pertanyaan yang terlewatkan
tidak diisi.

8. Apabila secara tidak senggaja ada pertanyaan yang
terlewatkan, maka enumerator harus melengkapi
pertanyaan tersebut dengan menanyakan kepada
responden kembali.

9. Setelah selesai wawancara, ucapkan terima kasih.

10. Pertanyaan yang sudah lengkap terisi diserahkan ke
koordinator desa

Mengenali Dan Mempelajari Kuesioner

Enumerator harus mempelajari agar dapat memahami
pedoman pendataan indikator ketahanan keluarga sebagai
berikut:
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1. Indikator Ketahanan Keluarga yang terdiri atas 30
indikator yang terdiri atas 5 komponen, yaitu (Tabel
2.1):

a. Komponen Legalitas dan Struktur Keluarga (LS)
berjumlah 3 indikator.

b. Komponen Ketahanan Fisik (KF) berjumlah 5
indikator.

c. Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) berjumlah 6
indikator.

d. Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP)
berjumlah 7 indikator.

e. Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB)
berjumlah 4 indikator.

f. Kemitraan Gender berjumlah 5 indikator.

2. Masing-masing indikator harus dipahami artinya dan
pemberian jawaban skornya.

3. Lihat kit penunjang dari masing-masing indikator.

4. Perhatikan jawaban yang tidak berlaku (not applicable)
bagi responden, misalnya: Responden tidak
mempunyai orang tua lansia yang masih hidup atau
responden tidak mempunyai anak yang berumur SMP.

5. Jawaban TIDAK atau YA harus sesuai dengan realita
yang dijawab oleh responden.

Pelajari Kuesioner

1. Baca dan pahami satu per satu indikator ketahanan
keluarga dan pertanyaan penunjang lainnya.

2. Sesuai dengan penjelasan terdahulu terdapat 8 tipe
keluarga yang diwawancara oleh enumerator, yaitu:

a. Tipe 1: Keluarga lengkap/utuh terdiri atas suami
dan istri; minimal mempunyai 1 anak yang masih
tinggal serumah atau sekolah di luar rumah;
mempunyai orangtua lansia.
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Tipe 2: Keluarga lengkap/utuh terdiri atas suami
dan istri;tidak punya anak; mempunyai orangtua
lansia.

Tipe 3: Keluarga lengkap/utuh terdiri atas suami
dan istri; minimal mempunyai 1 anak yang masih
tinggal serumah atau sekolah di luar rumah; tidak
mempunyai orangtua lansia.

Tipe 4: Keluarga lengkap/utuh terdiri atas suami
dan istri; tidak punya anak; tidak mempunyai
orangtua lansia.

Tipe 5: Keluarga tunggal; minimal mempunyai 1
anak yang masih tinggal serumah atau sekolah di
luar rumah; mempunyai orangtua lansia.

Tipe 6: Keluarga tunggal; tidak punya
anak;mempunyai orangtua lansia.

Tipe 7: Keluarga tunggal; minimal mempunyai 1
anak yang masih tinggal serumah atau sekolah di
luar rumah; tidak mempunyai orangtua lansia.

Tipe 8: Keluarga tunggal; tidak punya anak;tidak
mempunyai orangtua lansia.

3. Perhatikan nomor indikator, pertanyaan dan TIDAK
BERLAKU/ NOT APPLICABLE (NA) untuk Tipe keluarga
nomor berapa? Langsung coret nomornya.

Indikator Adakah legalitas anak yang NA untuk
nomor 2 ditunjukkan dengan akte Tipe 2, 4, 6,
kelahiran? 8
Indikator Adakah keutuhan keluarga yang | NA untuk
nomor 3 ditunjukkan dengan tinggal Tipe 5,6,
bersama dalam ikatan keluarga | 7,8
(suami, istri, dengan atau tanpa
anak)?
Indikator Keluarga mampu membayar NA untuk
nomor 14 pengeluaran untuk pendidikan Tipe 2,4,
anak minimal hingga tingkat 6, 8 atau
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SMP

anak belum
SMP

Indikator Adakah anak yang Drop Out dari | NA untuk
nomor 15 sekolah? Tipe 2,4,
6,8
Indikator Adakah terjadi kekerasan antar NA untuk
nomor 17 suami-istri? Tipe 5,6,
7,8
Indikator Adakah terjadi kekerasan antar NA untuk
nomor 18 orangtua-anak? Tipe 2,4,
6, 8
Indikator Anak diberikan kesempatan NA untuk
nomor 20 untuk mengemukakan pendapat | Tipe 2,4,
6,8
Indikator Suami-istri saling menghargai NA untuk
nomor 21 dan menyayangi Tipe 5,6,
7,8
Indikator Anggota keluarga NA untuk
nomor 23 merawat/peduli kepada Tipe 3,4,
orangtua lansia 7,8
Indikator Ayah mengalokasikan waktu NA untuk
nomor 26 bersama anak Tipe 2,4,
5 6; 75 8
Indikator Ibu mengalokasikan waktu NA untuk
nomor 27 bersama anak Tipe 2,4,5,
6,7,8
Indikator Ayah dan Ibu berbagi peran NA untuk
nomor 28 dengan baik Tipe 5,6,
7,8
Indikator Pengelolaan keuangan dilakukan | NA untuk
nomor 29 bersama suami dan istri secara Tipe 5,6,
transparan 7,8
Indikator Suami dan istri merencanakan
. NA untuk
nomor 30 bersama jumlah anak yang .
o . | Tipe 5,6,
diinginkan atau alat kontrasepsi 28

yang dipakai
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4. Setiap indikator ketahanan keluarga harus dijawab
dengan jawaban YA atau TIDAK.

5. Lingkari jawaban responden sesuai dengan keadaan
keluarganya.

Kuesioner Ketahanan Keluarga

No | Pernyataan

Legalitas dan Struktur

1 | Legalitas perkawinan suami-istri yang
ditunjukkan dengan akte nikah

2 | Legalitas anak yang ditunjukkan dengan
akte kelahiran

3 | Keutuhan keluarga vyang ditunjukkan
dengan tinggal bersama dalam ikatan
keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa
anak)

Ketahanan Fisik

1 | Mampu makan lengkap minimal dua kali
sehari untuk semua anggota keluarga

2 |Tidak ada anggota keluarga yang
menderita penyakit akut/ kronis atau cacat.

3 |Tidak ada anggota keluarga yang
menderita masalah gizi

4 | Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur
terpisah antara orangtua dan anak

Ketahanan Ekonomi

1 | Kepemilikan rumah

2 | Suami dan/atau istri mempunyai
penghasilan tetap per bulan minimal UMR

3 | Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan
tetap

4 | Suami dan/atau istri mempunyai tabungan
dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali
UMR

5 | Anggota keluarga memiliki asuransi
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kesehatan

6 | Keluarga mampu membayar pengeluaran
untuk kebutuhan listrik

7 | Keluarga mampu membayar pengeluaran
untuk pendidikan anak minimal hingga
tingkat SMP

8 | Tidak ada anak yang Drop Out dari sekolah

9 | Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke
atas minimal berpendidikan SMP

Ketahanan Sosial Psikologis

1 | Tidak terjadi kekerasan antar suami-istri

2 | Tidak terjadi kekerasan antar orangtua-
anak

3 | Tidak ada anggota keluarga yang terlibat
masalah pelanggaran hukum

4 | Anak diberikan  kesempatan  untuk
mengemukakan pendapat

5 | Suami-istri  saling  menghargai  dan
menyayangi

Ketahanan Sosial Budaya

1 | Anggota keluarga berpartisipasi dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan

2 | Anggota keluarga peduli merawat/kepada
orangtua lansia

3 | Anggota keluarga berkomunikasi dengan
baik, termasuk dengan keluarga besarnya

4 | Suami dan/atau istri melakukan kegiatan
budaya/agama secara rutin

Kemitraan Gender

Ayah mengalokasikan waktu bersama anak

Ibu mengalokasikan waktu bersama anak

Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik

SN W IIN |-

Pengelolaan keuangan dilakukan bersama
suami dan istri secara transparan

5 | Suami dan istri merencanakan bersama
jumlah anak yang diinginkan
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